CERAI GUGAT APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN AGAMA
KOTA BANJAR KARENA SUAMI DIKETAHUI MENIKAH LAGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 386/Pdt.G/PA.Bjr)

SKRIPSI
Oleh:

lif Bahrul Arifin

NIM: 13210005

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2020

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



CERAI GUGAT APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN AGAMA
KOTA BANJAR KARENA SUAMI DIKETAHUI MENIKAH LAGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:

lif Bahrul Arifin

NIM 13210005

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2020



SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

DEMI ALLAH

Dengan rasa sadar dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis
menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

CERAI GUGAT APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN AGAMA
KOTA BANJAR KARENA SUAMI DIKETAHUI MENIKAH LAGI

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr)

Benar-benar karya ilmyah yang saya susun sendiri, dan bukan hasil duplikasi atau
memindahkan data orang lain. Kecuali yang telah disebutkan referensinya dengan
benar. Jika suatu saat terbukti ada dupliléasi data atau memindahkan data dari
karya ilmiah orang lain, baik keseluruhan maupun sebagian. Maka saya dan gelar

sarjana saya batal demi hukum.

Malang, 15 Mei 2020

i Nt Penylis

Iff Bahrul Arifin
NIM 13210005

i

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LIBRARY

CENTRA



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Iif Bahrul Arifin, NIM 13210005, Mahasiswa
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca dan mengamati kembali
berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang

bersangkutan yang berjudul:

CERAI GUGAT APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN AGAMA
KOTA BANJAR KARENA SUAMI DIKETAHUI MENIKAH LAGI

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr)

Telah dianggap memenuhi syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan ke penguji.

Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP: 197706052006041002

iii

JIRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LI

SENTRA|

~
A\~



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara lif Bahrul Arifin , NIM 13210005, Mahasiswa Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang, dengan judul :

CERAI GUGAT APARATUR SIPIL NEGARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA
BANJAR KARENA SUAMI DIKETAHUI MENIKAH LAGI
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 386/PDT.G/2018/PA.Bjr)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

N]P\I 965 T205200003 1001

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”.

(QS. AL-BAQARAH [2]: 227)

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



KATA PENGANTAR

2P A A oy

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, rahmat,
dan hidayahnya. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa pula
Shalawat dan salam semoga selalu terserahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini adalah salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1).
Dalam pengerjaan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dilewati
hingga dapat diselesaikan. Namun demikian, penulis selalu berusaha yang terbaik
agar skripsi/tugas akhir ini dapat memberikan hasil yang terbaik.

Dalam pengerjaan karya ilmiah ini, penulis sangat sadar bahwa berkat
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk
itu sebagai ucapan rasa hormat yang sangat tinggi dan dalam penulis sampaikan
banyak terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr, Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. Saifullah, S,H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Islam (AS) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Ahmad Wahidi, M.HI. selaku Dosen pembimbing yang telah

membimbing penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi serta sebagai

Vi



wali dosen penulis selama menempuh Akademik di UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang.

. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik lbrahim
Malang,

Kedua Orangtua penulis yang tidak pernah lelah selalu mendukung dan
mensuport penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Aminatul Hudnah sebagai pasangan yang selalu menemani dan
memberikan dukungannya kepada peneliti selama tinggal dan belajar di
Malang.

Kepada seluruh teman-teman yang selalu membantu dan memberikan
dukungan kepada penulis, khususnya Achmad Alberni, Ashari Santoso,
Bokir, Cilmpling, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu
persatu.

Dengan mengharap ridha Allah SWT, mudah-mudahan segala amal bakti

semua pihak yang telah berkontribusi mendapat balasan yang setimpal. Penulis

berharap, meskipun karya tulis ilmiah ini jauh dari kata sempurna, semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pengembangan literatur keilmuan,

khususnya pada ranah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Malang, 15 Mei 2020
Penulis

lif Bahrul Arifin

vii



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum
Transliterasi merupakan sebuah pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan

Indonesia, bukan terjemaham bahasa kedalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

| = tidak dilambangkan o= =dl
o =b L = th
& b L =dh
&y =tsa & = ‘(koma diatas)
< =l ¢ =gh
z =h - |
z =kh A3 =q
3 =d & =k
3 =dz J =1
0 & i ¢ =m
5 K ¥ =n
o =S 3 =W
S =8y 4 =h
ua =sh ¢ =y

Hamzah (<) atau yang sering kali di lambangkan dengan alif, apabila letaknya

diawal kata maka transleterasinya mengikuti vokal, tidak dilambangkan, naming

viii



jika letaknya di teengah atau akhir kata, maka ditulisnya dengan tanda koma atas

(%), terbalik dengan koma (‘) untuk mengganti tanda ““ g¢*.

C. Vokal
Dalam setiap penulisan berbahasa Arab berbentuk tulisan bahasa Indonesia atau

latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan huruf “i”, didhomahkan

(Y4

dengan “u”, jiika bacaannya panjang, maka ditulis dengan cara sebagai berikut:
Vokal (a) panjang = & contohnya  J& Jadi  Qala
Vokal (i) panjang =1 contohnya — J& Jadi  Qila
Vokal (u) panjang = G contohnya o  Jadi  ddna

[132)
1

Untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak bias diganti menjadi “i”, tetapi ditulis dengan

(13}

1y” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat. Begitu pula untuk suara diftong,

wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Berikut beberapa

contohnya:
Diftong (aw) = s~ contohnya J#& = gawlun
Diftong (ay) = = contohnya = khayrun

D. Ta’ Marbuthah
Ta’'marbuthah () ditulis menjadi “t” jika di pertengahan kalimat, tapi jika
ta’marbuthan psisinya diakhir kalimat, maka ditulis menggunakan “h”, contohnyai
al-risalat li al mudarrisah, dan jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari
susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditulis menggunakan t yang

disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya fii rahmatillah.



E. Kata sandang dan Lafadz Jalalah
“al” (J)) yang ditulis dengan huruf kecil melupakan kata sandang, kecuali jika
letaknya di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jaldlahyang berada si

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) dihilangkan.
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ABSTRAK

Arifin, lif Bahrul. 13210005. 2020. Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Di
Pengadilan Agama Kota Banjar Karena Suami Diketahui Menikah Lagi (Studi
Putusan Nomor: 0386/Pdt.G/2018/Pa.Bjr). Skripsi. Program Studi Hukum
Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Ahmad Wahidi M.HI.

Kata Kunci: Perkawinan, Gugat Cerai, Aparatur Sipil Negara

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat
permahonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian
termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan
permohonan dimaksud. Gugat cerai juga bisa dialami oleh siapapun baik dari
keluarga biasa, pedagang, pejabat, maupun mereka yang bekerja sebagai pegawai
negeri yang dianggap cukup dan mampu oleh masyarakat di bidang
"berpendidikan ekonomi". Sebagai Aparatur Sipil Negara pun memiliki cara atau
prosedural dalam pengajuan perceraian hingga permasalahan dapat diselesaikan
dalam persidangan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini terdapat dua
rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara Nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr. 2) Bagaimana Putusan Pengadilan
Agama Kota Banjar dalam memutus perkara cerai gugat karena putusan Nomor:
386/Pdt.G/2018/PA.Bjr. Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Normatif (yuridis
normatif). Pendekatan yang dilakukan berdasarkan sumber utama dengan cara
menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Objek yang digunakan dalam
penelitian ini adalah surat putusan Pengadilan Agama Kota Banjar No:
0386/Pdt.G/2018/PA.Bjr.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dasar pertimbangan Majelis Hakim
dalam memutuskan perkara ini yaitu karena terus berlangsung terjadinya
perselisihan dan pertengakaran di dalam rumah tangga kedua belah pihak. Hakim
mengambil hukum positif dan hukum Islam yang keduanya bersesuaian untuk
memutuskan perkara ini. Hakim telah mempertimbangkan syarat yang tercantum
dalam Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah
Nomer 45 Tahun 1990 tentang lIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan.
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ABSTACT

lif Bahrul Arifin. 13210005. 2020. The Divorce of Civil Servants in Religious
Court of Banjar City Because The Husband Is Known Remarried (Decision
Study Number: 0386/PDT.G/2018/Pa.Bjr). Thesis. Islamic Family Law Study
Program, Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.

Advisor: Ahmad Wahidi M.HI.

Keywords: marriage, divorce, civil servants

Divorce is a marriage bond that is broken as a result of a request
submitted by the wife to the Religious Court, which the respondent (husband)
approves so that the religious court grants the intended request. Divorce suits can
also be experienced by anyone from ordinary families, traders, officials, or those
who work as civil servants who are considered sufficient and capable by the well-
educated environment. As a State Civil Apparatus also has a way or procedure in
filing for divorce until the problem can be resolved in court.

Based on the statement above, this study has two problem statements: 1)
what is the procedural term for divorce for Civil Servants in the Religious Court
of Banjar City. 2) What is the basis of the Judge's law in deciding case number:
386/Pdt.G/2018/PA .Bjr.

This research concerns a normative approach (normative juridical). The
approach is based on the main source by examining the theories, concepts,
principles of law, and legislation related to this research. This approach is carried
out through library studies, with books, literature reading supporting and related
laws and regulations relating to this research, the object used in this study is the
decision letter of the Religious Court of Banjar City No: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr.

The results of this study is in deciding cases in matters, the legal basis for
judges to decide on these cases refers to article 22 of Government Regulation No.
9 of 1975 and article 76 of Law No. 7 of 1989 and Article 8 of Government
Regulation No. 45/1990 concerning marital and divorce regulations for civil
servants.
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BAB |

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan aspek ibadah untuk memenuhi perintah
Allah SWT dan sebagai Sunnah Rasul SAW. Perkawinan sendiri memiliki tujuan
yang harus dijaga sebaik mungkin agar rukun dan harapan dalam perkawinan
yang Islami dapat tercapai yaitu menjadi keluarga yang damai (sakinah), tentram
(mawaddah), dan penuh kasih sayang (rahmabh).

Damai atau sejahtera yang diperlukan dalam membangun rumah tangga
agar tercapai ketenangan lahir dan batin di antara suami dan isteri. Sehingga rasa

tentram yang menimbulkan kebahagiaan dan kasih sayang didalam keluarga.



Tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan juga
dalam kehidupan masyarakat sekitar agar terciptanya rukun tetangga yang baik.*

Namun dalam kehidupan berumah tangga, terkadang ada permasalahan
yang dapat merusak hubungan antara suami dan isteri. Hingga tujuan perkawinan
yang didambakan rusak dan gagal terwujud. Perkawinan yang tidak dapat
diselamatkan dengan cara damai secara kekeluargaan harus berakhir di tengah
jalan. Meskipun pada dasarnya ada banyak perkawinan yang tidak harmonis dan
harus berakhir melalui jalur perceraian.

Islam sebagai agama yang penuh dengan toleransi, memiliki solusi untuk
pemecahan tiap permasalahan. Jika suami isteri sudah tidak cocok satu sama lain
hingga terjadi percekcokan, dan sudah tidak dapat menyelamatkan hubungan
perkawinan dengan cara damai atau kekeluargaan, maka Islam memberikan solusi
sebagai jalan keluar dengan perceraian. Agama Islam memperbolehkan bercerai
tentu harus dengan alasan tertentu, meskipun Allah SWT sangat membenci
perceraian.?

Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 19
menyebutkan alasan perceraian yang dapat disahkan oleh hakim yang telah
ditetapkan pasal tersebut berbunyi: suami atau istri diketahui melakukan zina atau
menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sulit disembuhkan. Selama 2 tahun
berturut-turut suami atau isteri meninggalkan rumah tanpa alan dan tanpa izin

yang sah. Kemudian, suami atau isteri mendapat_hukuman penjara 5 tahun

! Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islamtentang perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 14
2 Sayyid Sabig, Figih sunnah 8, terj. Moh.thalib, (Bandung: PT. Al Maarif, 1996), 92



lamanya atau lebih berat hukumannya. Suami atau isteri melakukan kejahatan
seperti penganiayaan berat dan membahayakan pihak lain. Suami atau isteri
mendapatkan penyakit atau cacat di badan sehingga tidak dapat memenuhi
kewajibannya sebagai suami atau isteri. Terakhir, diantara suami atau isteri.terjadi
perselisihan yang berkelanjutan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak
dapat diperbaiki lagi hubungannya, hingga tidak ada harapan untuk melanjutkan
hubungan perkawinan/suami isteri.

Cerai gugat ialah merupakan permintaan sang isteri kepada suami untuk
diceraikan atau melepaskan sang isteri dari ikatan perkawinan. Maka isteri harus
membayar iwadl yang dapat berupa barang atau uang untuk suami sebagai
imbalan cerai gugat. Sebagai bentuk pemberian keadilan hak bagi seorang wanita
yang merasa bahwa pernikahannya dianggap sudah tidak ada kemaslahatannya
maka wanita tersebut dapat membebaskan diri dari pernikahannya dengan
membayar iwadl. Dengan membayarnya iwadl seorang isteri kepada suaminya
menyadarkan kita bahwa wanita juga memiliki hak menuntut cerai.*

Dalam kasus gugat cerai yang di ajukan ke Pengadilan Agama dengan
alasan sang suami diketahui menikah secara diam-diam, atau tanpa sepengetahuan
isteti di tulis dalam putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang di mana dalam
kasus ini bahwa sang suami telah terbukti melaksanakan poligami tanpa izin dari
isteri.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah

diberlakukan sejak lama. Undang-Undangtersebut telah disosialisasikan kepada

3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun
1974,
4 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 172



masyarakat kebanyakan. Meski demikian, umat Islam sampai detik ini masih
banyak pro dan kontra terhadap isi Undang-Undang tersebut. Banyak masyarakat
merasa bahwa isi Undang-Undang tersebut bertentangan dengan ketetapan Al-
Quran. Bahkan ada orang yang mengakitkannya bahwa krisis yang melanda
Indonesia saat ini adalahazab Allah karena menentang ketetapan yang ada di
dalam Al-Qur’an.

Hal tersebut sampai terdengar hingga Departemen Agama. Masyarakat
yang tidak menyetujui Undang-Undang tersebut memprotes untuk direvisi terkait
isi Undang-Undang tersebut. Menurut mereka, isi ketetapan Undang-Undang
tersebut bertentangan dengan Al-Qur’an, terutama tentang persetujuan isteri
terhadap suami yang ingin melakukan poligami.

Salah satu pasal yang kontroversial bagi masyarakat kebanyakan adalah
tentang suami boleh melakukan poligami dengan syarat adanya persetujuan dari
isteri/isteri-isteri. Suami yang mendapatkan izin isteri/isteri-isteri harus
mengajukan surart permohonan poligami kepada Pengadilan Agama. Kemudian
suami masih harus memenuhi dua persyaratan yaitu memastikan bahwa ia mampu
menjamin kehidupan dan keperluan nafkah.isteri/isteri-isteri dan anak-anak secara
adil. Persyaratan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1)

uruf a Undang undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.



B. Rumusan Masalah
Setelah memaparkan latar belakang yang menjadi acuan dalam
kepenulisan penelitian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor:
386/Pdt.G/2018/PA.Bjr?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar dalam memutus
perkara cerai gugat karena putusan Nomor: 0368/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 19907

C. Tujuan Penelitian
Bersadarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim
Pengadilan Agama dalam memutus gugat cerai pekara Nomor:
386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

2. Untuk mendeskripsikan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar dalam
memutus  perkara  cerai gugat karena  putusan Nomor:
0368/Pdt.G/2018/PA.Bjr Perspektif Peraturan_Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti menarik manfaat penelitian
ini ke dalam dua kategori manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis



Diharapkan Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam ilmu
pengetahuan hukum Kkhususnya tentang perceraian, dan prosedur pengajuan
perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama. Diharapkan
penelitian ini dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis selanjutnya
sebagai masukan untuk penelitian dengan tema yangsama, sehingga dapat
dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis
Menjadikan hasil penelitian ini sebagai wawasan tentang gugat cerai yang
di lakukan oleh kalangan Aparatur Sipil Negara dan pengetahuan.
a. Fakultas
Menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan penelitian
selanjutnya, serta menjadikan penelitian ini sebagai sumbangan
keilmuan yang digunakan untuk menambah pengetahuan dan
menmbah wawasan bagi sivitas akademik khususnya fakultas syariah,
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

b. Peneliti
Penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam
menempuh studi ahir kesarjanaan (SI) di fakultas syariah Program
Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah).

E. Definisi Operasional
Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar mempermudah kajian

penelitian ini dan tidak melebar ke mana-mana.



1. Pekawinan: Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdadasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Perceraian: Putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan
keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri
tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri

3. Gugat Cerai Pegawai Negeri Sipil (PNS): Perempuan pegawai negeri yang
meminta bercerai kepada suaminya yang diajukan ke Pengadilan Agama
tempat iya tinggal

4. Aparatur Sipil Negara: Pegawai Negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
Negara lainnyadan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan obyektif, dalam

penyusunan skripsi ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini  menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis
normatif). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan
berdasarkan bahan utama dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-
asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
penelitian ini, Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan,

dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan



perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan berhubungan dengan
penelitian ini. yang mencakup: data arsip, data resmi pada institusi-institusi
pemerintah, data yang di publikasikan seperti putusan pengadilan, yurisprudensi,
dan sebagainya. Sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah

surat putusan Pengadilan Agama Kota Banjar No : 0386/Pdt.G/2018/PA.BJR.

2. Sumber Data
Penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
Data primer merupakan sumber literatur utama yang langsung berkaitan dengan
objek penelitian. Sedangkan data primernya berupa putusan Pengadilan Agama
Kota Banjar No. 0386/Pdt.G/2018/PA.BJR, dan wawancara, Adapun data
pendukungnya yaitu data yang diambil dari UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan
Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam
bentuk dokumen, dan literature yang digunakan dalam menjelaskan pokok
permasalahan dalam penelitian yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan
penelitian.
3. Metode Pengumpulan Data
a. Dokumentasi
Setiap bahan yang tertulis digunakan sebagai sumber data yang sebagai
sumber menguji, dan menafsirkan.® Dalam penelitian ini penulis menggunakan
Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.BJR.

b. Wawancara/interview

% Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitati, (Bandung: PT> Remaja Rosdakarya, 2004), 161



Metode wawancara digunakan untuk mendapa informasi terkait dengan
cara bertanya menggunakan beberapa daftar pertanyaan.® Jadi penulis
menggunakan cara interview bebas untuk mendapatkan data. Wawancara yang
dilakukan dalam penelitian ini tidak terstruktur. Maksudnya, wawancara hanya
menanyakan permasalahan secara garis besa. Dalam hal ini keahlian pewawancara
sangat diperlukan, karena hasil dari wawancara tersebut akan dijadikan sumber
data dalam analisis sebagai pedoman dalam penelitian ini.’

4. Metode Analisis Data

Pada dasarnya Analisis yaitu kegiatan untuk memanfaatkan sebuah data
sehingga dapat menghasilkan suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu
perkara. Dalam melakukan analisis memerlukan imajinasi dan kecerdasan
sehingga kemampuan peneliti diuji dalam menalar sesuatu .

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hal ini data
yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriftif analisis,
yaitu menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai bidang tertentu.®
Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

a. Editing, dimana sebuah proses dalam meneliti ulang data-data yang

didapat. Data tersebut diharap memenuhi syarat agar layak dijadikan
bahan analisis dalam penelitian ini. Dalam kata lain, data-data harus

baik dan berkualitas agar tidak ada keraguan dalam menganalisanya.®

6 Masri Singarimbung & Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survai,( Cet.1l ; Jakarta: PT. Pustaka
LP3ES Indonesia, 1995), 192

7 Suharsini Arikunto,Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,2006),
227

8 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Cet. 111 ; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 7

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Utama Indonesia, 2003), 346
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b. Classifying, adalah cara pengklasifikasikan data. Dengan cara
mengumpulkan data-data yang ada, kemudian disusun atau disesuaikan
menurut kategorinya berupa wawancara, observasi, maupun yang
lainnya.

c. Verifiying, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data yang didapat
sesuai dengan keasliannya.!® Menyesuaikan data dengan informasi
yang diperoleh secara valid supaya diakui keabsahannya.

d. Analyzing, peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telas di
verifikasi keabhsahannya dengan menggunakan teori yang telah
dipaparkan dalam BAB Il. Dalam menganalisa permasalahan yang
telah disebutkan dalam BAB |, kemudian data-data yang telah
disebutkan tadi disesuaikan dengan teori yang digunakan.

e. Concluding, setelah melakukan analisis data, peneliti menarik
kesimpulan dari analisis tersebut. Sehingga data-data yang telah
dianalisis menjadi sebuah penelitian yang konsepsional, prinsipil, dan

proporsional 1!

Dalam proses menganalisis data ini dimulai dengan menelaah data yang
ada dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen
resmi dan sumber sumber lainnya yang menyangkut dalam kebutuhan penelitian,

dalam pembahasan ini peneliti menganalisis beberapa alur kegiatan yang terjadi

10 _exy J. Moleong Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 190
11 Nana Sudjana & Awal Kusumah, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinal
Baru Algendindo), 19.
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secara bersamaan yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan

kesimpulan.

Reduksi data adalah sebuah proses memilih data atau membuat ringkasan
yang muncul dari beberapa catatan yang teradi dilapangan. Sedangkanpenyajian
data adalah kumpulan kesimpulan dari informasi yang tersusun dan kemungkinan
memberikan penarikan kesimpulan atau pembuktian kebenaran, adapun penarikan
kesimpulam vyaitu bagian kegiatan dari konfigurasi yang utuh dengan
menggunakan metode induksi, maksudnya yaitu metode untuk membahas suatu
masalah dengan cara mengumpulkan data atau menguraikan fakta khusus dari
peristiwa yang berhubungan dengan maslah yang dibahas selanjutnya diambil
kesimpulannya. Metode ini digunakan karena beberapa alasan, pertama proses
induktif lebih dapat menemukan kenyataan—kenyataan yang terdapat pada data,
kedua karena analisis ini lebih membuat hubungan antara peneliti dan responden
menjadi eksplisit, dan dapat dikenal. Ketiga,analisis lebih dapat menguraikan latar
secara penuh. Keempat, lebih dapat menemukan pengaruh hubungan yang lebih

dekat.?

G. Penelitian Terdahulu

Dari kajian penelitian yang penulis lakukan, tidak dapat dipungkiri
memang sudah ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas masalah
perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara secara umum. Namun untuk secara

spesifik seperti apa yang penulis akan lakukan penulis belum menemukan,

121 exy J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002). 60
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sehingga penulis yakin bahwa permasalahan cerai gugat dikalangan Aparatur Sipil
Negara masih sangat relefan untuk dibahas. Adapun karya tulis yang membahas
tentang perceraian yang dilakukan Aparatur Sipil Negara akan penulis paparkan di
bawah ini.

1. Karya tulis ilmiah yang berjudul : Prosedur Pengajuan izin Perceraian
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru (Studi kasus di Kantor Badan
Kepegawaian Daerah Yogyakarta) yang ditulis oleh Nirma Yneti.?
Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab pengajuan izin
perceraian Pegawai Negeri Sipil guru dan pandangan hukum Islam
terhadap faktor tersebut. Selain bahasan di atas,penyebab terjadinya
perceraian di Badan Kepegawaian Kota Yogyakarta disebabkan karena
faktor tidak diberikannya nafkah, adanya wanita lain, dan gangguan
penyakit.

2. Karya ilmiah yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Sebab-sebab
Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (studi putusan di
Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007-2010). Penelitian ini ditulis
oleh Robi’ah Al adawiyyah'*. dalam penelitiannya memberikan keimpulan
bahwa dari 70 putusan perkara yang menjadi obyek kajiannya, faktor yang

menjadi penyebab perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil ialah

13 Norma Yuneti, Pengajuan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru (Studi kasus dii
Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan,
(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah, 2010)

14 Robi’ah Al Adawiyyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab-sebab Perceraian d Kalangan
Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2007-2010), Skripsi
tidak diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah, 2011).
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karena minimnya pemahaman tentang azaz-azaz perkawinan menuju
keluarga yang harmonis.

3. Karya ilmiah yang berjudul: Fenomena Tingginya Angka Perceraian
Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman(
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif). Yang ditulis oleh Arliza
Muzayyanah, masalah yang di bahas peneliti adalah factor yang
menyebabkan terjadinya cerai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
di Daerah Kabupaten Sleman.'® Dan Penerapan Peraturan Pemerintah No.
10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990. Penelitian ini memberikan
kesimpulan bahwa penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil di
Kabupaten Sleman Karenna factor ekonomi, perselingkuhan dan
kekerasan rumah tangga. Selain itu bahwa peraturan di atas, PP No. 10
Tahu 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990 secara secara prinsipil masih
mengalami ketidakseimbangan hukum. Artinya bahwa dalam aturan yang
tertera dalamPP tersebut seharusnya Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
peceraian harus telebih dahulu mendapat izin dari atasannya, namun
demikian Pengadilan Agama Sleman masih bisa memutuskan PNS dengan

tanpa surat izin dari atasannya.

erlizza Muzayyanah, Fenomena tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif),
(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas syariah, 2015).
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terhadap Sebabsebab
Perceraian di
Kalangan Pegawai
Negeri Sipil (studi
putusan di Pengadilan
Agama Yogyakarta
tahun 2007-2010

memberikan
keimpulan bahwa
dari 70 putusan
perkara yang menjadi
obyek kajiannya,
faktor yang menjadi
penyebab perceraian
di kalangan Pegawai
Negeri Sipil ialah
karena minimnya
pemahaman tentang
azaz-azaz
perkawinan menuju
keluarga yang
harmonis.

No Judul Subyek Perbedaan
1. Prosedur Pengajuan Penelitian ini Dalam penelitian ini
izin Perceraian membahas mengenai | perbedaannya yaitu
Pegawai Negeri Sipil | faktor penyebab skripsi yang di nuat
(PNS) Guru (Studi pengajuan izin oleh Norma Yuneti
kasus di Kantor Badan | perceraian Pegawai | yaitu membahas
Kepegawaian Daerah | Negeri Sipil guru dan | tentang pengajuan
Yogyakarta) pandangan hukum ijin perceraian di
Islam terhadap faktor | kantor Badan
tersebut Kepegawaian
Daerah, sedangkan
dalam penelitian Ini
membahas tentang
prosedur yang dalam
pengajuan perceraian
di Pengadilan Agama
2. Tinjauan Hukum Islam | dalam penelitiannya | Penelitian yang di

buat oleh Arliza
Muzayyanah lebih
membahas tentang
factor yang
menyebabkan
perceraian di
kalangan Pegawai
Negeri Sipil dsn
lebih membahas
tentang azaz-azaz
menuju keluarga
yang harmonis, tetapi
dalam skripsi ini
dalam
pembahasannya yaitu
lebuh kepada
tinjauan hokum yang
hakim gunakan
dalam mengambil
sebuah putusan yang
di tangani

Fenomena Tingginya
Angka Perceraian
Pegawai Negeri Sipil

penelitian ini
membahas masalah
faktor-faktor yang

Dalam penelitian
yang dibuat oleh
Robi’ah Al
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di Badan menyebabkan Adawiyah ini hanya
Kepegawaian Daerah | terjadinya perceraian | membahas fakror
Kabupaten Sleman( PNS di Kabupaten terjadinya perceraian
Tinjauan Hukum Islam | Sleman dan di kabupaten Sleman,
dan Hukum Positif). implementasi namun dalam
Peraturan Pemerintah | penelitian yang saya
No. 10 Tahun 1983 buat yaitu membahas
jo No. 45 Tahun tentang prosedur
1990 yang yang dilakukan
dalam mengajukan
sebuah gugatan
cerain ke Pengadilan
Agama, dan
membahas Tentang
Hukum yang di
gunakan oleh Hakim
Pengadilan Agama
dalam menangani
kasus pustusan gugat
cerai.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitina ini Maka peneliti
menggunakan sistematiaka sebagai berikut::

Pada BAB I: Pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional dan
sistematika pembahasan mulai dari bab | sampai bab V. Bab ini merupakan acuan
untuk melangkah kepada bab-bab selanjutnya sebagai tolak ukur dari signifikansi
penelitian ini.

BAB Il Tinjauan Pustaka, merupakan berisi penelitian terdahulu dan
kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan
mendeskripsikan obyek penelitian.Sehingga setelah diketahui teorinya maka akan

diketahui apakah realitas itu merupakan masalah atau tidak.Pada bagian bab ini,
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penulis akan menjelaskan tentang pengertian perceraian baik menurut bahasa
maupun istilah, alasan-alasan perceraian, sebab-sebab perceraian mulai dari
Khulu’, dzihar, ila’, dan [i’an. Kemudian membahas tentang pengertian cerali
talak dan cerai gugat, hak dan kewajiban isteri, prosedur gugat cerai, akibat
terjadinya perceraian, dan perceraian Aparatur Sipil Negara.

BAB 1l Metode Penelitian: dalam bab ini berisikan metode penelitian,
untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode
penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut
terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data,
metode pengumpulan data,serta metode pengolahan data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Berisikan tentang profil
Pengadilan Agama yang menjelaskan tentang mulai dari sejarah, geografis, serta
fungsi dari Pengadilan Agama Kota Banjar, deskripsi tentang putusan Pengadilan
Agama Kota Banjar Nomor: 386/Pdt,G/2018/PA.Bjr, prosedur pengajuan gugat
cerai Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Kota Banjar dan analisis dasar hakim
dalam memutus perkara putusan nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr.

BAB V Penutup: merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian.
Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai
hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis
kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat

memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka
1. Pengertian perceraian

a. Perceraian menurut bahasa dan istilah

Kata “cerai” dalam KBBI memiliki arti: pisah, putus hubungan sebagai
suami isteri, Kata “cerai” sebagai kata benda juga memiliki arti: perpisahan,
perceraian (antara suami isteri), dan perpecahan. Sedangkan menurut cerai sebagai
kata kerja memiliki arti: tidak bercampur (hubungan suami-isteri,) lagi; dan
berhenti berlaki-bini (suami isteri).®

Ketika berbicara tentang perceraian maka kita tidak akan pernah lepas dari
kata talaq karena secara harfiyah talag itu berarti lepas dan bebas,

dihubungkannya kata talag dalam arti kata ini karena antara suami isteri sudah

16 Kamus besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi ke 4, h.26

17
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lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Menurut ulama figh
suamilah yang mempunyai hak menjatuhkan talag, bahkan suami sangat berkuasa
dalam menjatuhkan talagq ia bisa menjatuhkan talag kapanpun dia kehendaki,
ketika ia menjatuhkan talaq dengan mengatakan “kamu saya talaq” maka jatuhlah
talak kepada isteri yang berakibat putusnya hubungan suami isteri.%’

Tujuan dari perkawinan adalah terciptanya rumah tangga yang sakinah
mawaddah dan warahmah, meskipun demikian bila hubungan pernikahan tersebut
tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi
kehancuran dan kemudharatan maka Islam membuka pintu untuk terjadinya
perceraian dengan demikian perceraian pada dasarnya dalam Islam adalah sesuatu
yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul figh disebut makruh. Hukum
makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talaq itu dengan
berbagai penahapan, memang tidak ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh
atau melarang adanya perceraian itu sedangkan untuk perkawinan ditemukan
beberapa ayat yang menyuruh melakukannya.

Kata Perceraian yang tercantum dalam undngundang menyebutkan
bahwah perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan hanya bisa di
pengadilan Agama.!8

Jadi, secara yuridis kata percerian memiliki makna terputunya hubungan
perkawinan dapat berakibat terhadap hubungan sebagai suami-isteri atau

berhentinya melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri

17 Tutik Hamidah, Figh Perempuan Berwawan Keadilan Gender, (Malang: UIN-Maliki Prees,
2011). 127
18 Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 38
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Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menerapkan tentang aturan

perceraian yang menunjukan:

1)

2)

3)

Adanya tindakan yang berkaitan dengan hukum yang dilakukan
olehsuami atau isteri hingga dapat memutus hubungan perkawinan
di antara keduanya;

Adanya peristiwa yang berkaitan dengan hukum yang memutuskan
hubungan suami isteri, yaitu bias berupa kematian suami atau isteri
yang mana hal tersebut merupakan takdir yang ditetapkan oleh
Allah;

Adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa terputusnya
hubungan perkawinan antara suami dan isteri secara hukum.*®

b. Perceraian dalam Undang-Undang

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38, perceraian ialah

putusnya perkawinan. Maksudnya yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir dan

batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanaan Yang Maha Esa.

Pengertian perceraian menurut beberapa pandangan hukum vyaitu:

1) Perceraian menurut hukum Islam

a)

b)

Perceraian atau Talak, yaitu permohonan perceraian yang diajukan
oleh suami kepada istri ke Pengadilan Agama ditempat tinggalnya,
dan berlaku sejak diputusnya perceraian di depan persidangan
Pasal sesuai Pasal 14 dan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975.

Gugat Cerai yaitu perceraian yang diajukan oleh sang isteri kepada
suami di Pengadilan Agama, dan mulai berlaku sejak

dilayangkannya putusan Pengadilan Agama dan berkekuatan

19 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian,( Cet 2; Jakarta: Sinar Grafika 2014), 15
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hokum tetap. Hal ini tertuang dalam Pasal 20 sampai pasal 36
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan.

2) Perceraian menurut agama selain Islam, yang telah dicantumkan dalam
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan dijelaskam dalam Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana perceraian yang gugatan
cerainya diajukan oleh suami atau isteri atas keinginan sendiri yang
kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri, dan berlaku mulai saat
pendaftaran gugatan cerai yang yang dilakukan Pegawai Pencatatan di
Kantor Catatan Sipil yang tertuamh dalam Pasal pasal 20 dan pasal 34
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975%°

2. Alasan Perceraian

a. Cerai gugat diketahui melakukan perzinahan, jadi seorang pemabuk,

pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah diobati.

1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 poin (a)
Suami atau isteri yang melakukan zina, mabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sulit diobati.

2) Undang-Undang. No. 7 Tahun1989 Pasal 87
Apabila permohonan gugatan cerai diajukan beralasan suami atau
isteri diketahui melakukan zina, namun penggugat tidak mampu
menunjukkan cukup bukti-bukti dan tergugat menyanggah tuduhan

tersebut dengan bukti yang cukup. Kemudian hakim dapat menilai

20 Muhammad Sayaifuddin, Hukum Perceraian,(Jakarta: Sinar Grafika 2014), 19-20
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bahwa gugatan tersebut kurang cukup kuat bukti dalam
pembuktian pada persidangan. Sehingga penggugat sudah tidak
dapat kesempatan untuk menangguhkan tuduhannya, pun dengan
tergugat sudah tidak dapat menyanggah tuduhan tersebut dengan
bukti yang ada dari pemohon maupun dari tergugat. Maka hakim
dengan kuasanya bisa meminta penggugat untuk menangguhkan
tuduhannya dengan melakukan sumpah, begitupun kepada
tergugat, ia berhak melakukan sumpah di hadapan majelis hakim

untuk menguatkan sanggahan atas tuduhan terhadapnya.

b. Cerai gugat karena suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-

turut.

1)

2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 poin (b)
yaitu:

Suami atau isteri diketahui meninggalkan salah satu pihak selama 2
tahun lamanya tanpa sepengetahuan pihak lain dan alasan yang
sah.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 poin (b) yaitu:

Suami atau isteri meninggalkan salah satu pihak selama (dua)
tahun terus-menerus tanpa sepengetahuan pihak lain dan tanpa
alasan yang sah.

Pasal 133
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a) Gugatan yang dikerankan alasan pasal 116 huruf poin (b)
dapat diajikan setelah melebihi 2 tahun, dan terhitung sejak
tergugat meninggalkan rumah.

b) Gugatan dapat diterima apabila tergugat meninggalkan
rumabh..

c. Cerai Gugat dikarenakan suami dihukum penjara selama 5 tahun.
1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 poin (c)
Suami atau isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Cerai Gugat karena suami melakukan tindakan kejahatan atau
penganiayaan.
1) Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 pasal 19 poin (a).
Salah satu pihak melakukan tindak kejahatan atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak lain.
2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Poin (a)
Suami atau isteri melakukan tindak kejahatan atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak lain.
e. Ceral gugat dikarenakan suami medapat penyakit atau cacat fisik..
1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 poin (e)
2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 poin (c)
f. Cerai gugat dikarenakan antara kedua belah pihak terjadi perselisihan atau
percekcokan.

1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975 Pasal 19 poin (f).
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2) Kompilasi hokum islam 116 ()
g. Cerai gugat karena suami melanggar taklik talak.
1) Kompilasi Hukum Islam 116 (g)

Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melanggar sighat

taklik talak.

Contoh: “Sewaktu-waktu saya”:

a) Meninggalkan isteri selama dua tauhun lamanya.

b) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga
bulan lamanya.

c) Atau saya menyakiti badan atau jasmani isteri saya

d) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya
selama enam bulan lamanya..
Kemudiam isteri saya tidak ridha dan mengajukan kepada
pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta
diterima pengadilan, dan isteri saya membayar uang sebesar
Rp. 2.525. Sebagai iwadh kepada saya, maka jatuhlah talak
satu padanya.
Kemudian sang suami menyerahkan kuasanya kepada
Pengadilan untuk menerima iwadh atau uang pengganti
tersebut, lalu diserahkan kepada fakir miskin yang
membutuhkan.

h. Cerai gugat karena pindah agama

Kompilasi Hukum Islam
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Pasal 116 (h)
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak
rukunan dalam rumah tangga.
i. Cerai gugat karena suami lalai dalam melaksanakan kewajibannya
1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1)
Yang isinya berupa kewajiban suami untuk melindungi
isterinya dan wajib memberikan nafkah yang dapat berupa
keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.
2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1).
Yang isinya suami dan isteri memiliki tanggung jawab yang
tinggi dalam membangun kesejahteraan rumah tangga dan
dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian
Perceraian dapat terjadi karena pemicu yang dapat menjadi sebab
perceraian itu sendiri. Aspek tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Khulw

Apabila seorang isteri melihat suaminya melakukan sesuatu yang
tidak diridhai  Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinannya,
sedangkan suami tidak merasa bahwa tidak perlu untuk menceraikannya
maka isteri dapan meminta kepada suaminya unrtuk menceraikannya,
dengan kompensasi ganti rugi yang diberikannya kepada suaminya. Bila
suami mau menceraikannya atas dasar kompensasi dari istreri maka

perkawinan antara keduannya putus, inilah yang dinamakan khulu’.
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Khulu’ boleh dilakukan atas keinginan isteri untuk bercerai. Dasar
hukum khulu’ adalah mubah atau boleh sesuai dalam firman Allah berikut:

Surat Al-Bagarah ayat 229 :

o <% . of- 7 i< &7 - ,..‘/‘,2,34
o ST Lgdle AU 56 AT 5,00 g YT s OB

Artinya: jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami isteri)
tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah maka keduanya tidak
berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus
dirinya. (QS. Al-Bagarah : 229).

Di dalam kAulu’ itu terdiri dari beberapa unsur yang merupak ciri-
ciri dari khulu’, dan disetiap unsur tersebut terdapat beberapa syarat
diantaranya yaitu:

a) Suami yang menceraikan yaitu seseorang yang ucapannya sudah
diperhitungkan sesuai dengan syara’yaitu berakal, dewasa, dan
berbuat sesuai dengan keinginannya sendiri.

b) Idteri ysng di khulu’ yaitu orang yang berbeda wilayang dengan
suami artinya istrei yang sudah diceraikan masih dalam masa iida
raj’i.

c) Adanya kompensasi dalam bentuk uang atau barangyang dapat
dinilai dan nilai barang tersebut sebanding dengan jumlah mahar

yang diterima isteri pada saat pernikahan.
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d) Ucapan cerai yang diucapkanoleh suami kemudian dalam
ucapannya itu disebutkan nilai kompensasi atau ganti rugi.
Contohnya “saya ceraikan kamu dengan tebusan mobil”.?!

c. Dzihar

Dhihar dalam bahasa arab memiliki makna punggung. Dalam
konteks hubungan suami isteri, dzihar berupa perkataan suami kepada
isteri yang menyamakan punggung (tubuh) isterinya dengan ibu sang
suami. punggung ibunya.

Ucapan dzihar pada masa jahiliyah digunakan oleh suami untuk
mengharamkan istrinya disetubuhi dan berakibatnya isteri haram untuk
disetubuhi oleh suaninya dan laki-laki lain untuk selama-lamanya.

Syari’at Islam muncul untuk membenahi masyarakat, mendidik,
dan menuntun menuju kemaslahatan hidup. Islam menjadikan ucapan
dzihar menjadi hokum yang sifatnya duniawi dan ukhrowi.?? Akibat dzihar
yang bersifat duniawi ini, maka suami hara, untuk menggauli isterinya
yang di dzihar sampai suami menjalankan kaffarah dzihar sebagai
pelajaran bagi suami agar tidak mengulangi ucapan dan sikap buruknya.
Kemudian dzihar yang bersifat ukhrawi yaitu perbuatan dosa atau ucapan
yang mengucapkannya itu berbuat dosa, kemudian untuk membersikannya

wajib bertaubat dan memohom ampun kepada Allah.

ZLAmir Syamsudin, Garis-garis besar figh, (Bogor: Kencana 2003) cet ke 1, 131-132
22 Drs. H. Abd Rahman Ghazaly, MA. Figh Munakahat, (Bogor: Kencara 2003), 228
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Dasar hukum dzihar terdapat dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 yang

berbunyi:

: /é/)" < 1.2 ;" > oE L e 0o fa 2t 28 P
uj(zfngmg,@.;:uJ;eu@‘@w\;f\?w%ujyﬁéghuw&gmg&?u
L8 NARERERTIR SN - (TR ARG HE AT AR P

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam
rongganya: dan tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu dzihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak anagkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu
saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan

(yang benar). (QS. Al- Ahzab : 4)

d. Ila’

Menurut bahasa “ila” adalah bentuk dari kata “ala-ykli-laan”
sama dengan a 'tha-yu 'thi-itha’an, yang beratri sumpah. Sedangkan
menurut istilah kata “ila” berupa sumpah suami yang mengatas namakan

Allah SWT kepada isterinya bahwa ia tidak akan mencampuri isterinya.

Dasar hukum ila’ yaitu dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat

226-227 yaitu:
1555 005 (YY) il 0 06 156 0B 430 sl it fgies 0 008 ol

(YYY) 3 i 1 55 Golk
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Artinya: Bagi orang yang meng-ila’ isterinya harus menunggu
empat bulan kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka
sungguh, Allah Maha Pengampung dan Maha Penyayang. Dan jika
mereka berketetapan hati hendak menceraikan, makan sungguh, Allah

Maha Mendengan dan Maha Mengetahui. (QS. Al-Bagarah : 226-227)%

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT telah menetapkan
batasan waktu dalam hukum ila’ yaitu selama empat bulan kepada suami

untuk tidak mendekati isterinya termasuk dalam hubungan bersuami-isteri.

e Li'an

Menurut bahasa kata /i'an memiliki arti saling melaknat.
Sedangkan menurut istilah, /i’an merupakan perkataan suami yang
menyumpah terhadap isteri yang menuduh isterinya melakukan zina
namun ia tidak dapat membuktikannya. Tuduhannya dapat dianggap sah
jika sang suami dapat mendatangkan empat orang saksi.

Namun bila seorang laki-laki menuduh seorang perempuan atau
suami menuduh isterinya telah berbuat zina padahal pada kenyataannya
perempuan/ isteri tersebut adalah orang baik-baik. Dan ia tidak mampu
membuktikan dengan mendatangkan empat orang saksi, maka ia akan
mendapatkan sanksi. la akan dianggap sebagai had gazaf atau menuduh
seseorang berbuat zina tanpa saksi. Maka ia disanksi hukuman 80 kali
dera.

Seperti telah dijelaskan dalam firman Allah berikut:

23 QS Al-Bagarah (2): 226-227
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Artinya: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan
yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,
maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima
kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang

yang fasiq. (QS. Al-Nur: 4)%*

4. Pengertian Cerai Talak Dengan cerai Gugat

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh
ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan
kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan
perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah
perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo UU
No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 Peradilan Agama.

Gugat cerai dapat terjadi apabila hubungan rumah tangga atau di antara
suami dan isteri sudah tidak ada kecocokan satu sama lain. Jika berbagai cara
damai kekeluargaan tidak dapat dilakukan, maka perceraian boleh dilakukan
sebagai jalan keluarnya.

Prosedur perceraian jika kita lihat dari sudut pandang hukum yang

menimbulkan perceraian dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

24 QS Al-Nur (24): 4
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a. Cerai talak

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk
menceraikan isterinya, kemudian sang isteri menyetujuinya disebut cerai
talak hal ini diatur dalam pasal 66 UUPA dan KHI Pasal 66 ayat (1)?°

Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-Jaziri, talak adalah
melepaskan ikatan (hall al-gqaid) atau biasa juga disebut mengurangi
pelepasan ikatan dengan menggunakan Kkata-kata yang telah
ditentukan.Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk
melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan
perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata cara telah diatur baik dalam
Fikih, Undang-Undang Perkawinan maupun KHI (Kompilasi Hukum
Islam). Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci namun tidak
bolen dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat
diputuskan.Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah
sakramen seperti yang terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen,
sehingga tidak dapat diputuskan.Perkawinan harus dipandang sebagai
sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang
dan juga putus ditengah jalan.

Talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan
darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif isteri (Khulu)

b. Gugat cerai

%Zainuddin Ali, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), 80
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Gugat cerai adalah perceraian yang diajukan istri ke pengadilan
agama yang berada di daerahnya tinggal, atau tempat dimana suami
tinggal jika isteri meninggalkan suami tanpa ijin, pengajuan gugat cerai
harus di pengadilan dimana suami tinggal. Gugat cerai dalam islam itu di
sebut dengan khulu’ yaitu perceraian yang diajukan oleh isteri kepada
suami, dan suaminya tidak menghendaki.?

Khulu’ hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami
meninggalkan isterinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin isterinya
serta alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak
memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan isteri khawatir akan
melanggar hukum Allah SWT. Dalam kondisi seperti ini isteri tidak wajib
menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk khulu’. Alasan-alasan
yang dapat dijadikan oleh seorang isteri untuk mengajukan gugatan dalam
perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena

talak.

Perceraian yang terjadi harusnya dengan alasan yang berhubungan.
Ketidak rukunan sebuah rumah tangga yang hanya menimbulkan ketidak cocokan
akan berakhir tragis. Pada umumnya, perceraian dianggap sebagai solusi dari
permasalahan rumah tangga atau suami isteri yang merasa sudah tidak saling
mencintai. Dari sekian banyaknya penyebab perceraian, semua memiliki prosedur

penyelesaian yang sama. Pengadilan adalah satu-satunya pihak dapat memutus

% Bahdir Johan Nasutiondan Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam,(Bandung: Mandar Maju), 33.
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perkara perceraian dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dalam

wilayah hukum suami isteri.

Terjadinya sebuah perceraian dengan talak maupun gugat cerai berlaku
sejak pengadilan agama memutuskan putusnya perkawinan suami isteri dengan

mengeluarkan surat cerai.?’

Terjadinya suatu perceraian, baik perceraian secara talak maupun gugat
cerai, biasanya akan menimbulkan beberapa masalah seperti hak asuh anak,
nafkah untuk anak, nafkah isteri selama masa iddah dan harta gono gini ataau
harta bersama, masalah ini dapat diajukan bersama pada saat mengajukan
perceraian atau secara terpisah setelah proses perceraian dilakukan dan sudah
diputus. Namun apabila salah satu dari pihak meninggal dunia sebelum perkara

diputus, maka perkara yang diajukan di pengadilan agama dianggap gugur.?®

Beberapa Akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah
baik suami maupun isteri sebagai orang tua wajib melindungi, memelihara dan
mendidik anak mereka. Tentu saja hal tersebut demi kebaikan anak, apabila terjadi
perselisihan dalam pengasuhan anak, maka pengadilan berhak memberikan

keputusan sebagai solusinya.

Suami yang bertanggung jawab semua biaya pendidikan dan kebutuhan

anak dan sesuatu yang dibutukan anak, namun bila yang terjadi suami tidak bisa

27 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis
Perkembangan Hukum dari Figh, UU no.1 Tahun 1974 Sampai KHI),( Cet 1; Jakarta: Kencana),
BAbdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 21
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memenuhi semua, maka pengadilan yang akan memberikan hak asuh anak kepada

istri.?®

5. Hak Dan Kewajiban Isteri
Dalam pasal 30-34 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan tersebut dikemukakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang
luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan
warahmahyang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib
saling ccinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan batin
yang satu dengan yang lain. Suami istri juga harus memikul kewajiban untuk
mengasuh dan memelihara anak-anak mereka.Suami istri harus mempunyai
tempat yang ditentukan bersama.Dalam rumah tangga itu kedudukan suami adalah
kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.hak dan kedudukan istri adalah
seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan
pergaulan hidup dalam masyarakat. Kewajiban suami dalam rumah tangga adalah:
a. Membimbing isteri dan rumah tangganya
b. Melindungi isteri dan memberikan segala keperluan rumah tangga
sesuai dengan kemampuannya
c. Sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian dan tempat
kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya
pengobatan bagi isteri dan anak serta membiayai pendidikan anaknya.*

6. Prosedur Gugat Cerai

2 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 223
30 Abdul Manan, Aneka Malasalah Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008).
33-34
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Surat permohonan cerai atau gugatan cerai diserahkan ke petugas yang
berada di meja | sesuai dengan jumlah pihak dan untuk majelis hakim tiga
rangkap, kemudian setelah diterima dan diperiksa di meja | dengan menggunakan
daftar periksa, untuk menaksir biaya perkara, petugas di meja I menggunakan
pedoman surat putusan ketua pengadilan. Ketua pengadilan dalam menentukan
biaya perkara harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008,
peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 dan peraturan lainnya!

Selanjutnya, setelah berkas perkara dikembalikan kepemohon untuk
diserahkan ke kasir dan pemohon membayar biaya yang sudah dihitung oleh
petugas meja | maka selanjutnya pemohon membayar biaya SKUM ke bank yang
ditetapkan. Bukti pembayaran kemudian diberikan kepada petugas kas dan
membukukan kedalam buku jurnal keuangan perkara.

Petugas meja Il menulis perkara dalam buku register gugatan sesuai
dengan nomor yang tertulis dalam SKUM. Kemudian petugas meja Il
memberikan satu rangkap pertama kepada pemohon. Setelah meja 1l memasukkan
surat gugatan yang telah terdaftar dan memasukan surat gugatan ke map berkas
perkara yang sudah dilengkapi dengan folmulir kemudian majielis hakim
menunjuk panitera pengganti, menunjuk juru sita, dan menetapkan hari sidang.*2

7. Akibar terjadinya perceraian
Akubat terjadinya perceraian sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 yang berbunyi:

31 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 225
32 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika), 226-227
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a. Anak yang yang belum mummayiz berhak mendapatkan hadhanah dari
pihak ibu, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka
kedudukannya diganti.

b. Anak yang sudah mummayiz berhak memilih untuk mendapatkan
hadanah.

c. Apa bila pemeganng hadhanah tedak bisa menjamin keselamatan
jasmani dan rahani anaknya, meskipun biasa hadanah dan nafakah
sudah dicukupi, maka atas permintaan kerabatnya pengadilan
berwenang memindahkan hadanahnya kepada kerabatnya yang lainya
yang mempunyai hak hadanah pula.

d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah
sesuai kemampuannya sampai anak berumur sekurang-kurangnya 21
tahun.

e. Apabila terjadi perelisinan mengenai hadhlanah dan nafkah anaknya,
pengadilan agama memberikan putusannya sesuai poin a, b, ¢ dan d.

f. Pengadilan dapat melihat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah
biaya nafkah dan pemeliharaan, dan biaya pendidikan anaknya yang
tidak nurut.®®

8. Perceraian Aparatur Sipil Negara

Dalam Pasal 3 PP No. 45 tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan

melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu

dari pejabat, bagi pegawai negeri yang berkedudukan sebagai penggugat maupun

33 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta: Rajawali Press, 2013) , 226-227
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yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperilen izin atau surat
keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan tertulis, Dalam surat
permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk
mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap dan

mendasarinya.

Mempertimbangkan Subtansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat
dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis
oleh Aparatur Sipil Negara kepada pejabat. Namun, khusus bagi Pegawai Negeri
Sipil yang proses hukum percerainya sudah diperiksa, belum diputus oleh
Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat maupun
tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut
kepada Pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang
bersangkutan. Baik pemohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai
permohonan surat keterangan tersebut, harus dicantumkan secara jelas alasan-

alasan hukum bagi Aparatur Sipil Negara untuk bercerai.

Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun
1990 tersebut, diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki. Ini berati bahwa
permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai
proses internal di lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula

jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan.

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil

dalam lingkungannya, untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 PP
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No. 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada
Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan
terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Rasio hukum dari
adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan
kepada pejabat, adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri
informasi dan meminta Klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum
untuk bercerai dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin untukbercerai
tersebut. Jika informasi dan penjelasan sudah diperoleh, maka atasan tentu saja
memerlukan waktu untuk menguji dan menganalisis pertimbangan apa yang
seharusnya diberikan, untuk kemudian dapat diteruskan ke pejabat yang

bersangkutan.3*

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian,
dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3
bulan terhitung sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut sebagaimana

ditentukan secara imperatif dalam Pasal 12PP No. 45 Tahun 1990.

Kemudian pejabat, berdasarkan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 1990, dapat
mendelegasikan  sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam
lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan
dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang
mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara golongan 1l

kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi, berdasarkan ‘“delegasi

34 Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, Hukum Perceraia, ( Jakarta,
Sinar Grafika, 2013), 454
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wewenang” dari pejabat kepada pejabat lainya berkaitan dengan pemberian atau
penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Aparatur Sipil
Negara. Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalu 3 cara yaitu atribusi,

delegasi dan mandat.®

Kemudian pejabat, berdasarkan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 1990, dapat
mendelegasikan ~ sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam
lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan
dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang
mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara golongan Il
kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi, berdasarkan “delegasi
wewenang” dari pejabat kepada pejabat lainya berkaitan dengan pemberian atau
penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Pegawai Negeri
Sipil. Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalu 3 cara yaitu atribusi,

delegasi dan mandat.
9. Prosedur Pengajuan permohonan Gugat Cerai Aparatur Sipil Negara.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi cerminan bagi
masyarakat sekitar, menjaga perilaku, tindakan dan keaatan pada aturan
pemerintah adalah tugas bagi seorang pegawai Negeri. Seorang ASN sebaiknya
bisa menjaga keutuhan rumah tangganya dalam keharmonisan dan kerukunan.
Karena hal tersebut dapat mempengaruhi keadaan rumah tangganya dan keadaan

sekitar termasuk masyarakat. Namun terkadang kondisi rumah tangga tidak sesuai

%5 Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, Hukum Perceraia, ( Jakarta,
Sinar Grafika, 2013). 455
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harapan seperti yang diimpikan banyak pernikahan. Ada masanya sebuah
kehidupan rumah tangga muncul bermacam-macam permasalahan yang

menyebabkan mereka memilih untuk mengakhiri pernikahannya.

Jika yang melakukan perceraian itu Aparatur Sipil Negara harus
memenuhi syarat yang berupa prosedur perceraianyang diatur untuk PNS yang
akan melakukan perceraian. Prosedur yang mengatur ASN dalam melakukan

perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Pada dasarnya percereraian antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan
yang bukan ASN tidak memiliki perbedaan yang begitu banyak. Yang berbeda
adalah apabila seorang Aparatur Sipil Negara yang melakukan perceraian harus

memperoleh izin dari atasan tempatnya bekerja.

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kota Banjar yang akan
mengajukan surat permohonan izin perceraian atau surat keterangan untuk

melakukan perceraian, maka wajib memenuhi administrasi berikut:

a. Surat izin cerai.

b. Surat rujukan dari kepala SKPD.

c. Berita acara pemeriksaan.

d. Surat keterangan dari BP4 yang asli.

e. Kesepakatan cerai antara suami dan isteti di tulis dalam surat asli yang
dilengkapi matrai.

f. Photocopy Surat Nikah Asli.

g. Photocopy SK Pangkat ASN terakhir.
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h. Photocopy KTP suami dan isteri

I. Surat dari RT/RW yang diketahui Kades/Lurah

J. Surat Pembagian Gaji (bila penggugat merupakan PNS Pria)
k. Surat Gugata Cerai (Bila digugat cerai)

I.  Photocopy Kartu suami PNS dan Karis Kartu Isteri PNS

m. Data lain yang dibutuhkan seperti slip gaji yang baru, dll.

Seorang Aparatur Sipil Negara bisa mengajukan permohonan cerai bila
memiliki salah satu alasan sebagai bukti yang sah seperti yang tercantum dalam
Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Peraturan Perkawinan dan
Perceraian Pegawai Negeri Sipil, contoh; a) salah seorang suami/isteri melakukan
zina, yang dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan, dan menyertakan saksi
minimal 2 orang yang sudah dewasa atau jika ada yang mengetaui berbuat zina,
maka cukup salah satu pihak saja yang melapor; b) salah seorang pihak
merupakan pemabuk, pemadat atau penjudi yang sulit disembuhkan, dan

seterusnya yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8.

Permohonan izin untuk melakukan perceraian ataupun surat keterangan
untuk melakukan perceraian disampaikan kepada atasannya disertai alasan yang
lengkap yang mendasari permohonan mengajukan perceraian. Atasan yang
menerima permohonan perceraian meneruskan dan memberikan pertimbangan
kepada pejabat yang berwenang secara hirarkis. Pejabat pada SKPD yang
menerima permohonan, wajib menindak lanjuti dengan memproses permohonan
tersebut bersama tim pertimbangan pembinaan disiplin dan pendayagunaan ASN

yang ada di SKPD setempat dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
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Sebelum mengambil keputusan Pejabat/tim terlebih dahulu berusaha untuk
merukunkan kembali Aparatur Sipil Negara yang mengajukan perceraian dengan
pasangannya, namun jika mereka tetap menginginkan untuk melanjutkan proses
perceraian maka permohonan tersebut dapat diproses lebih lanjut disertai
dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan, dalam pemberian izin dalam
perkara ini tidak adanya mediasi disebabkan pihk dari termohon tidak pernah

dating dan hadir saat di panggil untuk dilakukan mediasi dari pejabat Pembina.

Sebelum mengajukan proses perceraian ke Pengadilan Agama/ Pengadilan
Negeri, bagi ASN baik yang berkedudukan sebagai Penggugat ataupun tergugat
berkewajiban mendapatkan Izin tertulis berupa SK Izin untuk melakukan
perceraian atau Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang
berwenang. Selain itu, setelah selesai proses perceraian di Pengadilan Agama/
Pengadilan Negeri selesai dan telah mendapatkan akta cerai, seorang Aparatur
Sipil Negara wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang secara hirarki
dengan membuat laporan perceraian tertulis dilampiri foto copy akta cerai PNS
yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal

ditetapkannya perceraian tersebut,

Apabila Aparatur Sipil Negara yang belum mengantongi izin cerai dari
pimpinannya, Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk
mendapatkan izin pejabat Untuk itu sidang pemeriksaan permohonan Pemohon
ditunda selama waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi setelah berjalannya
waktu sampai yang sudah ditentukan, ternyata Pemohon belum mendapatkan

Surat lIzin Perceraian dimaksud, dan Pemohon tetap berteguh melanjutkan
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permohonan Cerai. Maka surat izin perceraian dapat diganti dengan surat
keterangan yang dibuat oleh penggugat. Surat itu berisi tentang kesediaanya

menangung segala resiko yang akan ia dapat setelah terjadinya perceraian.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Kota Banjar merupakan salah satu dari 16 pengadilam
lingkup Pengadilan Agama yang belum lama diresmikan oleh Ketua Mahkamah
Agung Dr. Harifin A Tumpa di Labuan Bajo dan diresmikan secara local oleh
Ditjen Badilag dan wakil Ketua PTA bandung pada tanggal 11 November 2012.
Kota Banjar terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Banjar,
Kecamatan Pataruman, Kecamatan Purwaharja dan Kecamatan Langensari yang
meliputi delapan kelurahan dan tujuh belas Desa. Kota Banjar sebelumnya
termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis. Jumlah perkara
yang berasal dari Kota Banjar ini diperkirakan sekitar 50 sampai dengan 80
perkara per bulan. Pada tahun anggaran 2011, dua kali dalam sebulan, Pengadilan
Agama Ciamis menyelenggarakan sidang keliling di daerah yang berjarak 25 Km

dari Kota Ciamis yang didalamnya termasuk Kota Banjar.

43
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Pengadilan Agama Kota Banjar beroperasi pada hari Senin tanggal 21
November 2011. Pengadilan Agama Kota Banjar terletak di Jalan Dr. Husein
Kartasasmita No. 65 Kota Banjar, dan Pengadilan Agama Kota Banjar adalah

Pengadilan kelas II.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

Hakim Fakhrurazi, S.Aq., M.HI
1. Siti Alosh Ketua
Farchaty, SHI | __________.
2. H. Achmad Fausi, Encep Solahuddin, S.Ag
S.HI
Wakil Ketua

Dindin Pahrudin, SH., MH.

\

Panitera

Lia Rosliani, S.HI, MH.

Sekretaris

Dra. Hj. Yeyen Heryani
J. Yey y - M. Irfan, S.HI
Panmud Hukum Kaur Umum

Asep Jeri MK, S.HI Ofig Taufigurahman, SE

Panmud Gugatan Kaur Keuangan

HJ. Dewi NM, S.Aq

Tatang Setiawan, S.HI

Panmud Permohonan Kaur Kepegawaian
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Hani Barizatul B, SH., MH. Juru Sita

Bendahara Penerima Eko Sugeng P. Amd.

Keterangan:

: Tanggung Jawab
"""" : Koordinasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 berkaitan dengan
organisasi administrasi dan finansial di Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kota
Banjar berada dalam naungan Mahkamah Agung, jadi tidak lagi di bawah
Kementerian Agama. Pelaksanaan pemindahan tersebut yang khusus untuk Badan
Peradilan Agama dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004.

Badan Peradilan Agama memiliki tugas pokok yang juga merupakan
Pengadilan Agama Kota Banjar berdasarkan Undang - Undang No. 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang
tersebut menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan
oleh pihak pencari keadilan.

Pengadilan Agama Kota Banjar memiliki fungsi yang sama dengan

pengadilan agama lainnya. Sebagaimana diinstruksikan dalam Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dicantumkan bahwa :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang:

1. Perkawinan

a.

b.

Izin beristri lebih dari seorang;

Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21
(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga
dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

Dispensasi nikah;

Pencegahan perkawinan;

Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Pembatalan perkawinan;

Gugat kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;

Perceraian karena talak;

Gugatan perceraian;

Penyelesaian harta bersama;

Penguasaan anak-anak;

Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak
bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak

mematuhinya;
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m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami
kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas
isteri;

n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

0. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

p. Pencabutan kekuasaan wali;

g. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh
pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum
cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang
tuanya;

s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang
ada di bawah kekuasaannya;

t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan

anak berdasarkan hukum Islam;

. Waris;

. Wasiat;

Hibah;

. Wakaf;

. Zakat;

Infaq;

. Shadagah;



9.

48

Ekonomi syariah®®

B. Putusan Pengadilan Agama Nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Penggugat, dalam gugatannya pada 22 Juni 2018, mengajukan perkara

Cerai Gugat, yang terdaftar dl Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar,

Nomor: 0386/Pdt.G/2018/PA.Bjr, dengan datil-dalil pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat
pada tanggal (disamarkan) dihadapan Pegawai Pencatatt Nikah di
KUA langensari Kota Banjar dengan akta nikah Nomor (disamarkan)
tertanggal (disamarkan).
e Bahwa Penggugat Dan Tergugat telah ,mempunyai 2 orang
anak yaitu::
1. Anak ke 1 berumur 10 tahun
2. Anak ke 2 berumur 4 tahun
Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun
2017 Mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya
perselisian dan pertengkaran yang terusmenerus di sebabkan karena
Tergugat diketahui telah menikah kembali dengan wanita lain;
Bahwa akibat dari perselisian dan pertengkaran ketentraman dan
keharmonisan rumahtangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada

bulan januari 2017 seningga penggugat pisah ranjangwalaupun masih

36 www.pa-banjarkota.go.id/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan diakses 6 januari 2020
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satu rumah dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri

selama 6 bulan terakhir;

e Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, penggugat memohon kepada ketua
pengajilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa mengadili,
dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Mengabulkan gugatan penggugat;
2) Menjatuhkan talak satu tergugat kepada penggugat;
3) Menetapkan biaya perkara sesuai hokum.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah
ahhadir untuk menghadap meskipuntelah dipanggil secara resmi, kemudian
dimulai pemeriksaan dan membacakan surat permohonan penggugatyang
bertujuan mempertahankan gugatannya;

Bahwa dalam persidangan yang ditentukan, Penggugat menghadiri
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus
kuasanya untuk datang sebagai wakil yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan 02 Juli 2018,12 Juli 2018, 24 Juli 2018 dan 17 Oktober 2018 yang telah
dibacakan dalam persidangan tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi
namun Tergugat ternyata tidak datang disebabkan oleh suatu alasan yang tidak
dapat disahkan;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan
menunjukkan bukti berupa:

1. Surat
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a. Keputusan Wali Kola Banjar Nomor : (disamarkan) tentang Pemberian
ljin Perceraian a.n. Penggugat oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;

b. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Penggugat NIK
(disamarkan) tertanggal (disamarkan), yang telah bermeterai dan sudah
dlcocokkan dengan yang asli dan ternyata sesuai, kemudian diparaf
dan diberi kode P.2;

c. Photocopy Kutipan Akta Nikah No: (disamarkan), tertanggal
(disamarkan) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Langensari Kota Banjar, bermeterai dan sudah dicocokkan
dengan aslinya kemudian ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode
P.3;

2. Saksi

a. Saksil
Umur 63 tahun beragama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal
di kota banjar, di bawah sumpahnya mengatakan berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi mengenal
Tergugat yang bernama (disamarkan) sebagai menantu saksi;

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah mempunya 2(dua) anak
orang anak. Dan saat ini ikut dengan penggugat.;

- Bahwa penyebab yang saksi ketahui adalah tergugat jarangpulang
kerumah dengan alasan bekerja, dan tergugat ternyata telah

menikah dengan perempuan lain;
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Bahwa saksi melihat sendiri jika Tergugat sudah jarang pulang,
namun saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak pulang apakah
karena sibuk bekerja atau bukan, dan mengenai Tergugat yang
sudah menikah lagi itu saksi dengar sendiri langsung dari
pengakuan Tergugat di hadapan saksi;

Bahwa Tergugat menikah lagi tanpa seijin dan sepengetahuan
Penggugat;

Bahwa hasil pembicaraan saksi dengan bibi Tergugat yang
mewakili keluarga Tergugat adalah tidak mendapat hasll yang baik

untuk kerukunan Penggugat dan Tergugat;

. Saksi Il

umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota

Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenai Penggugat sebab saksi adalah adik kandung
Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah menikah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun
lalu dengan Tergugat bernama (disamarkan);

Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat sempat
rukun namun itu hanya beberapa bulan saja dan puncak krisis
rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang
lalu;

Bahwa permasalahannya adalah karena Tergugat sejak awal tahun

2018 sudah jarang pulang ke rumah, dan Penggugat saat itu sudah
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mempunyai kecurigaan kalau Tergugat berselingkuh dengan
wanita lain;

- Bahwa yang saksi ketahui kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu
Tergugat akhirnya mengakui ke Penggugat jika dirinya telah
menikah dengan perempuan lain yang bernama Siti dan tinggal di
Banjar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung mengenai
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. namun dari sikap
mereka berdua saksi sudah bisa melihat dengan jelas jika diantara
Penggugat dengan Tergugat sedang tidak rukun dan sedang ada
masalah dalam rumah tangganya;

- Bahwa sejak awal terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat
sudah dimusyawarahkan oleh keluarga Penggugat, bahkan
Tergugat berjanil akan merubah sikapnya namun kenyataannya
hingga saat ini tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
mempersatukan Penggugat dengan Tergugat lagi;

3. Pertimbangan Hukum
Menimbang, bahwapada pada hari siding yang telah di ditentukan
penggugat hadir di persidangansedangkan tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lainsebagai kuasanya yang sah
meskipun penggugat telah dipanggil secara resmisehingga ketidakhadirannya

tersebut tanpa halangan yang sah dalam hokum. Oleh karena itu hakim
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berpendapat bahwa tergugat tidak peduli dengan haknya ddalam persidangan.
Untuk itu, penggugat tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran
tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan
sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat
di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan
tetapi usaha lersebul tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan
dari Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Bahwa sejak bulan Januari 2017, rumahtangga Penggugat dan
Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dikarenakan Tergugat diketahui telah menikah
kembali dengan wanita lain;

b. Bahwa lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan masing-masing
sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1.) Penggugat sebagai Pegawai
Negeri Sipil telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari pejabat atasannya
sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Banjar tentang Pemberian Izin
Perceraian Nomor : (disamarkan) yang dikeluarkan oleh Walikota Banjar pada

tanggal 8 Oktober 2018, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasa!
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3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990 maka secara formil perkara ini dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat merupakan bukan orang
yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di
depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut
telah memenuhi syarat formil saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim

dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

a. Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah antara Penggugat dengan
Tergugat sudah muncul perselisihan dan pertengkaran, namun 1 (satu)
tahun yang lalu kondisi rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah
mencapai puncaknya dan itu dikarenakan Tergugat sudah jarang
pulang ke rumah dan diketahui Tergugat telah menikah dengan wanita
lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

b. Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah rumah hingga sekarang;

c. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat terlebih-lebih memberikan nasehat kepada Penggugat agar
tidak bercerai namun tidak berhasil, dan saksi-saksi menyatakan sudah
tidak sanggup lagl mendamaikan keduanya.

4. Mengadili
a. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
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b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Putusan Nomor
386/Pdt.G/2018/PA.Bjr
1. Analisis Terhadap Putusan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Penjelaskan teori tentang percerain beserta dasar hukumnya telah
dijelaskan di BAB Il. Sedangkan dalam BAB IlI, penulis telah menjelaskan
tentang profil Pengadilan Agama Kota Banjar dan mendeskripsikan putusan No.
386/Pdt.G/2018/PA.Bjr. Kemudian penulis akan menguraikan analisis isi putusan
No. 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr dan analisis dasar hukum hakim.

Menurut ajaran agama Islam tidak melarang perceraian, namun perceraian
juga merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT. Apabila terjadi suatu masalah
dalam rumah tangga, baik orang tua maupun saudara dari kedua belah pihak,
bolen mencarikan solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan. Jika
permasalahan hubungan pernikahan tersebut tidak kunjung menemukan titik
terang di antara kedua belah pihak, maka perceraian diperbolehkan sebagai solusi
melalui Pengadilan Agama setempat.

Dalam putusan Pengadilan Agama, baik putusan cerai talak maupun cerai

gugat wajib memenuhi syarat sebagai alasan perceraian yang tercantum dalam
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Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun

1975 Pasal 19 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat
perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
di luar kemauan
c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan terhadap pihak lain
e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisinan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga
f. Suami isteri taklik talak
g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
pertengkaran.
Pada pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara perceraian ini dapat dikabulkan
apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai:

a. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
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b. Sifat dan bentuk serta kadar pertengkaran dan setelah
dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil
bagi suami isteri

c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Suami yang menikah tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari istri atau
poligami yang tidak tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Jo
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang perkawinan.

Dalam undang-undang perkawinan tidak ada pasal yang menyebutkan
poligami sebagai alasan perceraian, tetapi bisa dikategorikan sebagai
perselingkuhan, namun perselingkuhan tidak bisa dijadikan alasan perceraian.
Lalu perselingkuhan bagaimana yang bisa menjadi alasan untuk perceraian yaitu
perselingkuhan yang dapat menyebabkan antara suami dan istri tidak menjalankan
hak dan kewajibannya, menimbulkan percekcokan. perselisihan, dan
pertengkaran, maka bisa gambarkan ke pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989”.

Pada pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara perceraian ini bisa diputus bila alasan
cukup jelas bagi pengadilan mengenai; penyebab perselisihan dan pertengkaran;
sifat, bentuk, dan kadar pertengkaran yang telah dipertimbangkan ternyata benar-
benar berpengaruh terhadap kadaan suami dan isteri; dan tidak adanya

kemungkinan untuk hidup bersama lagi.
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Dari uraian tentang perkara perceraian di atas, dalam putusan Pengadilan
Agama No. 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr, yang menjadi permasalahan utama pada
analisis ini adalah ketika isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota
Banjar, sang suami mengaku telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin
isteri yang pertama.

Keputusan hakim yang menceraikan keduanya tidak dapat disalahkan,
karena sebab atau alasan Penggugat sudah cukup menjadi bukti alasan untuk
bercerai. Karena dalam dalam ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal
5 ayat (1) huruf a yang berbunyi "Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri"
sebagai salah satu syarat seorang suami yang ingin mengajukan permohonan izin
untuk berpoligami ke Pengadilan Agama. Maka disini sudah jelas tergugat tidak
meminta izin untuk berpoligami kepada penggugat dam tidak mengajukan

permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat.

2. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Kota Banjar dalam
memutus  perkara  cerai gugat karena  putusan  Nomor:
0368/Pdt.G/2018/PA.Bjr Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990.

Dalam kasus perceraian putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr
Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapatkan ijin untuk bercerai
dari pejabat atasannya sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Banjar tentang
Pemberian Izin Perceraian Nomor : (disamarkan) yang dikeluarkan oleh Walikota

Banjar pada tanggal 8 Oktober 2018, maka gugatan Penggugat telah memenuhi
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maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka secara formil perkara ini dapat diperiksa,
dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan
pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989,
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006
dan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara

kompetensi relatif termasuk kewenangan PengadilanAgama Kota Banjar.

Hadirnya PP Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas
PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah wajib menjadi cerminan yang patut kepada
bawahannya dan menjadi teladan yang baik, sebagai warga negara yang baik
dalam  masyarakat, termasuk dalam  menyelenggarakan  kehidupan
berkeluarga. Latar belakang adanya Peraturan Pemerintah ini juga menitik
beratkan pada usaha untuk meningkatkan disiplin ASN untuk melakukan
perkawinan dan perceraian.

Dalam perkara perceraian tersebut Nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr
Penggugat sebagai yang merupakan Aparatur Sipil Negara telah mendapat izin
untuk bercerai dari Walikota Banjar sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota
Banjar tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: (disamarkan) yang dikeluarkan
oleh Walikota Banjar pada tanggal 8 Oktober 2018. Gugatan Penggugat yang
sudah memenuhi ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 jo. PP Nomor 45
Tahun 1990, maka secara formil perkara ini bisa diperiksa, dan Penggugat yang

bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4
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ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sebagaimana
yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan
kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara

administratif masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar.

Alasan penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 8 yang tercantum dalam
Peraturam Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990, dimana dalam gugatan perceraian nomor 386/Pdt.G/2018/PA.bjr
penggugat beralasan bahwa tergugat telah menikah lagi tanpa seizin dari
penggugat, dan tergugat mengakui bahwa ia sudah menikah lagi dengan

perempuan lain.

Dalam pembagian nafkah, sesuai putusan nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr
tidak disebutkan, karena dalam putusan ini pihak penggugatlah yang
kedudukannya sebagai ASN, karena dalam ketentuan pasal 8 PP No 45 tahun
1990 tentang izin perkawinan dan percerain bagi Pegawai Negeri Sipil
yang menyatakan “Apabila perceraian terjadi atas kehendak ASN pria maka
ia wajib menyerahkan sebagaian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak
anaknya” maka ketentuan dalam pasal ini tentang pembagian gaji lebih terlihat

apabila kedudukan Aparatur Sipil Negara adalah tergugat.

Majelis hakim telah berusaha yang terbaik untuk mendamaikan Penggugat
dan Tergugat agar rukun kembali di setiap persidangan yang mana telah
diamanatkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 jo Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Pasal 82, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil hingga putusan
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ini dikabulkan. Dan tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dimuka
persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang lelah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan

Mediasi.

Dalam perkara putusan nomor: 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr bahwa tergugat
sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan, maka disini majelis hakim
memutus perkara gugat cerai ini dengan putusan Verstek. perkara dapat diperiksa
dan diputus secara verstek, sebagaimana dalam pasal 125 ayat (1) HIR bahwa Jika
tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan,
dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu
diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi

pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan beberapa pengolahan dan analisis data penelitian, maka
peneliti dapat menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang tertulis

dalam rumusan-rumusan masalah. Kesimpulannya yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal
tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan
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demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut
hukum dan patut untuk dikabulkan. Jika tetap dilanjutkan ditakutkan
pernikahan ini akan menimbulkan banyak kemadlaratan. Dasar
pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu karena
terus berlangsung terjadinya perselisihan dan pertengakaran di dalam
rumah tangga kedua belah pihak. Hakim mengambil hukum positif dan
hukum Islam yang keduanya bersesuaian untuk memutuskan perkara ini.
2. Dalam perkara Nomor: 386/Pdtg/2018/PA.Bjr, dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Bahwa: Dalam putusan No.
386/Pdt.G/2018/PA.Bjr, hakim telah mempertimbangkan syarat yang
tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983 jo
Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 1990 tentang lzin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam mempertimbangkan dan
memberikan putusan.
B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, peneliti menyarankan bagi pembaca
yang ingin melakukan pernikahan agar menimbang banyak aspek jika ingin
menikah dan melakukan perceraian di kemudian hari. Karena pada setiap aspek
dapat berdampak bagi orang lain termasuk keluarga maupun masyarakat.
Ditambah memandang bahwa perkara yang telah diteliti ini menyangkut jabatan

ASN yang memerlukan prosedur yang berbeda dengan non-ASN.
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PUTUSAN
Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Ciamis xxx, agama Islam, pendidikan
S.1., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat
tinggal di Kota Banjar sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Majalengka xxx, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di
Kota Banjar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2018 telah
mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal
22 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada
tanggal xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxTertanggal xxx;

— Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun
dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun;
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Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami istri bertempat tinggal di rumah bersama di Kota Banjar;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang
anak yang bernama:

1. Anak ke 1 Umur 10 tahun.
2. Anak ke 2 Umur 4 tahun.

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun
2017 Mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan karena
Tergugat diketahui telah menikah kembali dengan wanita lain;

Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut
ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya
terjadi pada bulan Januari Tahun 2017 sehingga Penggugat dan Tergugat
pisah ranjang walaupun masih tinggal satu rumah dan sudah tidak
melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri sejak 6 bulan terakhir;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah
tangga dengan meminta bantuan kepada Orangtua, Kerabat dan pemuka
Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah
tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari
pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk
membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa,

mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat
(Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
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Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan 02
Juli 2018, 12 Juli 2018, 24 Juli 2018 dan 17 Oktober 2018 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : xxx tentang Pemberian ljin
Perceraian a.n. Penggugat oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx
tertanggal xxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi kode P.2.;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal xxx yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota
Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai kemudian diparaf dan diberi kode P.3.;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat

tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
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Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi mengenal
Tergugat yang bernama xxx sebagai menantu saksi;

Bahwa Penggugat dan Terqugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
bernama anak ke 1 dan anak ke 2, saat ini ikut bersama Penggugat;
Bahwa yang saksi ketahui mengenai kondisi rumahtangga
Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) bulan setelah menikah
sudah Nampak perbedaan sikap Tergugat terhadap Penggugat, dan
kondisi ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat makin parah terjadi
sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa penyebab yang saksi ketahui adalah karena Tergugat yang
jarang pulang ke rumah dengan alasan kesibukan kerja, dan ternyata
Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain;
Bahwa saksi melihat sendiri jika Tergugat sudah jarang pulang,
namun saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak pulang apakah
karena sibuk bekerja atau bukan, dan mengenai Tergugat yang
sudah menikah lagi itu saksi dengar sendiri langsung dari pengakuan
Tergugat di hadapan saksi;

Bahwa Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan
lagi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Bahwa saksi tidak mengenal perempuan lain yang dinikahi oleh
Tergugat, tidak pernah bertemu dan saksi lupa nama perempuan
tersebut, yang bisa saksi ingat adalah perempuan tersebut berasal
dari Kuningan;

Bahwa Tergugat menikah lagi tanpa seijin dan sepengetahuan
Penggugat;

Bahwa Penggugatpun belum pernah bertemu dengan perempuan
yang dinikahi Tergugat, meskipun Penggugat pernah meminta
kepada Tergugat untuk dipertemukan;

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada
Penggugat namun ada untuk anaknya;

Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian hanya dengan bibi
Tergugat pada saat saksi ke Majalengka untuk mencari Tergugat;
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Bahwa hasil pembicaraan saksi dengan bibi Tergugat yang mewakili
keluarga Tergugat adalah tidak mendapat hasil yang baik untuk
kerukunan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi bertemu dan berbicara dengan bibi Tergugat kira-kira 8
(delapan) bulan yang lalu;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri, Penggugat telah
melapor ke atasan Tergugat mengenai pengajuan gugatan cerai ini
dan antara Penggugat dan Tergugat pemnah dipanggil atasan
Tergugat, namun juga tidak ada arah menuju perdamaian, dan atas
aduan Penggugat mengenai Tergugat yang telah menikah lagi
menurut keterangan atasan Tergugat masih dalam proses
pemeriksaan;

Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi dan tinggal bersama
dengan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan saat ini
Tergugat tinggal bersama isteri mudanya;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup mempersatukan Penggugat dan
Tergugat karena sebelumnya Tergugat pernah menyatakan akan
menceraikan isteri keduanya setelah melahirkan, namun
kenyataannya hingga saat ini tidak memperihatkan itikad baik;

. Saksi Il, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal

di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat sebab saksi adalah adik kandung
Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah menikah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun
lalu dengan Tergugat bernama xxx;

Bahwa selama berumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah
dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama anak ke 1
dan anak ke 2, keduanya dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama rumahtangga tinggal di
Langensari di rumah sendiri yang bersebelahan dengan rumah
orangtua Penggugat;
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Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya rukun namun itu hanya beberapa bulan saja dan puncak
krisis rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 (satu)
tahun yang lalu;

Bahwa permasalahannya adalah karena Tergugat sejak awal tahun
2018 sudah jarang pulang ke rumah, dan Penggugat saat itu sudah
mempunyai kecurigaan kalau Tergugat berselingkuh dengan wanita
lain;

Bahwa yang saksi ketahui kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat
akhirnya mengakui ke Penggugat jika dirinya telah menikah dengan
perempuan lain yang bernama Siti dan tinggal di Banjar;

Bahwa Penggugat belum pernah bertemu atau dipertemukan
dengan isteri kedua Tergugat tersebut;

Bahwa saksi tidak pemah melihat langsung mengenai pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat, namun dari sikap mereka berdua
saksi sudah bisa melihat dengan jelas jika diantara Penggugat
dengan Tergugat sedang tidak rukun dan sedang ada masalah
dalam rumahtangganya;

Bahwa saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal
bersama dengan Penggugat kira-kira sejak 6 (enam) bulan yang
lalu, dan juga tidak ada datang untuk menengok anak;

Bahwa sejak awal terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat
sudah dimusyawarahkan oleh keluarga Penggugat, bahkan
Tergugat berjanji akan merubah sikapnya namun kenyataannya
hingga saat ini tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;

Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
mempersatukan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Bahwa saksi sudah ikut berusaha memberikan nasehat kepada
Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan vyang isinya
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak permnah hadir dalam
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil’kuasanya yang
sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga
ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan
haknya dalam persidangan, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak permah hadir di muka
sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak
ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah,
sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu
mengutip pendapat Ulama hal ini sesuai dengan dalil syari dalam Kitab Al-
Anwar Juz || halaman 55 yang berbunyi;

Lglly 438) o A g) (o) 9090 Ja%e 50 O

Artinya : “Jika Tergugat / Termohon enggan/bersembunyi atau ia
memang ghaib, maka perkara itu di putus berdasarkan bukti-bukti”;
Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan
sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini
dijatuhkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
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Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat

dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses

Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon
diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Januari 2017, rumahtangga Penggugat dan Tergugat
sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dikarenakan Tergugat diketahui telah menikah kembali dengan wanita lain;

2. Bahwa lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah rumah hingga sekarang dan masing-masing sudah tidak
melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat
maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah
menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara a quo adalah perkara
perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-
dalil gugatanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1.) Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Slpil telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari pejabat
atasannya sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Banjar tentang Pemberian
I1zin Perceraian Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Walikota Banjar pada
tanggal 8 Oktober 2018, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 maka secara formil perkara ini dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) ternyata Penggugat
berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat
1 jo pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah
diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi

relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah
atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.3), harus dinyatakan terbukti
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat
mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain
bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu
Saksi | dan Saksi Il yang telah memberikan keterangan secara terpisah di
depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah
sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan
sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah
berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian
antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu
telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis
Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah antara Penggugat dengan
Tergugat sudah muncul perselisihan dan pertengkaran ,namun 1 (satu)
tahun yang lalu kondisi rumahtangga, Penggugat dan Tergugat sudah
mencapai puncaknya dan itu dikarenakan Tergugat sudah jarang pulang ke
rumah dan diketahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa
seijin dan sepengetahuan saksi;

2. Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah rumah hingga sekarang;

3. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
terlebih-lebih memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai
namun tidak berhasil, dan saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup
lagi mendamaikan keduanya;
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Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah
tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat
dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami
isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi,
dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat
menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling
percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri
yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada
puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah
tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi
perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga
tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat
menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bemiat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga
kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari
perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah
jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban
penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk
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tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan
(mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik
maslahah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim
sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabig yang tercantum dalam
Kitab Figih Sunnah Juz Il halaman 249 :

Mwﬁhu"émhmwiﬂﬂngmv tsﬂ...a c,‘,n el ol el 13
: wc»may;wqumm'wmm, i)

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan
terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan
perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga
menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut
untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut terbukti,
sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak
satu ba'in .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan,
dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal
84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan
putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
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telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang
berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriah, oleh kami xxx sebagai Ketua
Maijelis, xxx dan xxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh xxx
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
XXX XXX
Hakim Anggota,
ttd
XXX
Panitera
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Perincian biaya :

14

Pendaftaran

2. Proses

3. Panggilan
4.
b

. Meterai

Redaksi

Jumiah
( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah )
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